ABSTRAK

Pada tanggal 5 oktober 2020 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Dalam proses
pembentukan Undang-undang Cipta Kerja pemerintah menggunakan metode
omnibus law. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim
Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 91/puu-xvii/2020 dalam perkara
Pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta
untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/puu-xvii/2020
dalam perkara Uji Formil Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Cipta
Kerja terhadap upaya reformasi regulasi.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini dilakukan
secara yuridis normatif, yaitu hukum disajikan secara tertulis dalam bentuk
peraturan perundang-undangan Dalam pendekatan yuridis normatif mengacu
kepada bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian apabila data yang telah
dibutuhkan sudah terkumpul maka akan dianalisis secara komprehensif dan kritis
terhadap aturan hukum serta literatur yang mempunyai relasi dengan permasalahan
yang sedang diteliti, sehingga penulisan hukum akan terarah sesuai dengan tujuan
studi analisis yang dimaksud di dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan Cipta Kerja telah
mengesampingkan  teknik  pembentukan  peraturan  perundang-undangan
sebagaimana telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, serta proses pembentukan
UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan proses pembahasan di DPR sebagai mana
diatur dalam Tata Tertib DPR, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang
menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat putusan memberikan
dampak kepada pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang yang dimana
memerintahkan pemerintah harus memperbaiki UU Cipta kerja sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan in
casu UU no 11 tahun 2012 serta melarang pemerintah untuk menguluarkan
kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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